[ SALINAN ]

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas;

bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
terkait tata naskah dinas, Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



Menetapkan

6. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG TATA
NASKAH DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata
Naskah Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2019 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 5

Pengurusan Naskah Dinas masuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:

a. Perangkat daerah/unit kerja penerima
menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dan
mengelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi
keamanan: sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas

(T), biasa (B) melalui tahapan:

1. pencatatan Naskah Dinas masuk menggunakan
sarana pengendalian berupa kartu kendali baik
secara manual maupun elektronik  dan
pengklasifikasian sesuai sifat dan isi naskah dinas
oleh unit kearsipan serta pendistribusian ke Unit

Pengolah;

2. Unit Pengolah menindaklanjuti Naskah Dinas

sesuai arahan pimpinan; dan

3. Naskah Dinas masuk disimpan pada Unit

Pengolah.



b. tembusan Naskah Dinas jawaban disampaikan

kepada yang berhak;

. alur pengurusan Naskah Dinas diselenggarakan

melalui mekanisme dari tingkat pejabat tertinggi

hingga ke pejabat terendah yang berwenang; dan

. ketentuan teknis mengenai pengurusan Naskah

Dinas masuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6

Pengurusan Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui tahapan:

a.

konsep Naskah Dinas keluar diparaf secara
berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan
kewenangannya dan dicatat dengan menggunakan
sarana pengendalian berupa kartu kendali baik
secara manual maupun elektronik oleh masing-

masing Unit Pengolah dalam rangka pengendalian;

Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan
stempel oleh Unit Kearsipan pada masing-masing

Perangkat Daerah;

Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam
huruf b wajib segera dikirim,;
pertinggal /penggandaan Naskah Dinas keluar

disimpan pada Unit Pengolah; dan

ketentuan teknis mengenai pengurusan Naskah
Dinas keluar dilaksanakan berdasarkan ketentuan

dalam Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2021
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DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.
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pada tanggal 28 Mei 2021
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